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Analisis Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
fungsi Maujana Nagori yang ada di Nagori Kampung Lalang serta hambatan apa 
saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian dilakukan di 
Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deksrtiptif kualitatif dengan metode 
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan 
Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Maujana Nagori yang ada 
di Nagori Kampung Lalang belum berjalan secara optimal. Dalam menjalankan 
fungsi membahas dan menetapkan peraturan desa Maujana Nagori belum 
optimal dikarenakan masih terdapat anggota Maujana yang tidak menghadiri 
rapat atau musyawarah yang ada di desa, dalam pelaksanaan fungsi menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat Maujana Nagori di Kampung Lalang 
belum optimal dikarenakan kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsinya 
membuat Maujana Nagori tidak turun kelapangan dan bersosialisasi kepada 
masyarakat  sehingga pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat tidak berjalan semestinya, dan kurangnya pelaksanaan tugas 
Maujana Nagori dalam mengawasi kinerja Pangulu dikarenakan Maujana 
Nagori belum terlihat untuk  turun lapangan guna mengawasi proses 
pembangunan desa secara langsung. Hambatan dari pelaksanaan fungsi ini 
adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak adanya pelatihan khusus 
dalam peningkatan pengetahuan akan tugas pokok dan fungsinya, dan minimnya 
honor yang didapatkan maujana nagori.  
Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa (Maujana 
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1.1 Latar Belakang 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
penyelenggaraan otonomi daerah, Negara Indonesia memberikan 
kesempatan kepada setiap daerah untuk mengatur segala urusan daerah 
dan bukan lagi menjadi urusan pemerintah pusat, namun segala urusan 
pemerintahan masih di bawah naungan pemerintah pusat. Menurut 
Syaukani (2005: 2) Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan 
negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk 
suatu pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan 
pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. 
Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya 
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Penyelenggaraan 
pemerintahan yang paling sempit yaitu penyelenggaraan pemerintahan 
pada Desa.   
Dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa 
menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan   
prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Seperti yang ada di lingkungan masyarakat Simalungun, 
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masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain  yaitu Nagori, 
nama lain dari kepala desa yaitu Pangulu dan nama lain dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Maujana Nagori. Masyarakat 
Simalungun menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak asal – 
usul, tradisional, dan adat istiadat yang ada di Simalungun dan dihormati 
masyarakat. 
Nama – nama tersebut pun tercantum dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori Pasal 1 
angka (7) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut 
dengan Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. angka (8) menyatakan bahwa Pemerintahan Nagori adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Angka (9) menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut 
Pangulu adalah pejabat pemerintah Nagori yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya 
dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan pada 
angka (11)  menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang 
disebut dengan Maujana Nagori adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 
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nagori berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan 
efektif apabila unsur – unsur atau lembaga – lembaga penyelenggara 
pemerintahan desa berjalan dengan baik. Jika unsur atau ada bagian dari 
sistem penyelenggara pemerintahan   desa tidak mampu melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang – undangan maka 
akan menghambat jalannya pemerintahan desa. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu bentuk 
perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu 
memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan 
diagregasikan oleh BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Badan ini 
merupakan lembaga legislatif ditingkat desa, dan badan ini merupakan 
perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. 
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah 
salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran 
struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibandingkan 
sebelumnya untuk memperkuat dasar – dasar operasional pelaksanaan 
pemerintahan desa. Oleh sebab itu kemudian dikeluarkanlah Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang 
– Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan 
Permusyawaratan Desa atau pada masyarakat Kabupaten Simalungun 
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disebut Maujana Nagori bertujuan mendorong terciptanya partnership 
yang harmonis antara Pangulu dan Maujana Nagori sebagai wakil rakyat 
yang ada di desa.  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 
yang menyatakan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
atau pada masyarakat simalungun disebut Maujana Nagori yaitu: 1) 
Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala 
Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) Melakukan 
pengawasan kinerja kepala desa.    
Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) diatas, dapat kita ketahui bahwa BPD atau Maujana Nagori harus 
menjalankan fungsi dan perananannya dalam membuat, merancang, 
merumuskan, dan membahas serta menetapkan peraturan nagori bersama 
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan 
melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa atau pangulu.  
Pada Hakikatnya, Maujana Nagori dan pangulu memiliki 
kedudukan yang sama yaitu merupakan lembaga desa, namun keduanya 
memiliki fungsi yang berbeda. Pangulu berfungsi sebagai pemimpin 
masyarakat sedangkan Maujana Nagori berfungsi seperti apa yang sudah 
dijelaskan diatas. Anggota dari Maujana Nagori adalah wakil dari 
penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah 
(Huta). Anggota Maujana terdiri dari pemangku adat, tokoh agama, 
golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Maujana Nagori 
sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari 
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masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian 
aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa 
yang dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat.  
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Maujana Nagori (BPD) Tahun 2016 - 2020 
No Nama Anggota Jabatan 
1. Drs. M. Isa Nurdin Ketua / Tokoh Agama 
2. Dedi Irawan Wakil Ketua / Tokoh Pemuda 
3.  Mustar Dalimunthe Sekretaris Maujana 
4.  Erwin Anggota 
5.  M. Syafii Anggota 
6. Nispa Ramadhani Sirait Anggota / Tokoh Wanita 
7. Joni rahmat Dalimunthe Anggota 
 Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa anggota Maujana Nagori 
atau BPD di Nagori Kampung Lalang berjumlah 7 orang yang mana 
pemilihan anggota dipilih langsung oleh pemerintah desa.  
 Atas fungsi BPD atau pada daerah Kabupaten Simalungun disebut 
dengan Maujana Nagori mempunyai wewenang dalam merumuskan 
ataupun menetapkan kebijakan – kebijakan dan peraturan – peraturan 
Nagori dengan mempedomani peraturan yang telah ada dan tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  
 Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah atau otonomi desa, 
di Nagori Kampung Lalang belum dirasa adanya peranan Maujana Nagori 
yang signifikan dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini dapat kita lihat 




   
 
Tabel 1.2 Daftar Kehadiran Anggota Maujana Nagori dalam Kegiatan 
Musyawarah Desa di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung 









1. 07 Januari 2017 7 5 2 
2. 22 Januari 2018 7 3 4 
3. 13 Mei 2018 7 2 5 
4. 23 Januari 2019 7 2 5 
5. 05 Juni 2019 7 3 4 
6. 23 September 2020 7 5 2 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang Tahun 2020  
Dapat dilihat dari tabel diatas, dalam kegiatan musyawarah desa 
yang dilaksanakan di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang 
Kabupaten Simalungun masih terdapat anggota Maujana Nagori yang 
tidak hadir dalam mengikuti musyawarah desa tersebut, hal ini 
membuktikan bahwa Maujana Nagori yang ada di Nagori Kampung 
lalang belum mampu menjalankan fungsinya karena kurangnya rasa 
tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya. Sebagai perwakilan dari 
masyarakat Maujana Nagori dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya seperti mengadakan rapat atau menghadiri rapat yang 
diselenggarakan pemerintah desa agar demokrasi yang ada didesa dapat  







   
 
 Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana di Nagori Kampung Lalang Kecamatan 
Ujung Padang Kabupaten Simalungun 
No Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan 
1. Kantor Desa 1 Baik 
2. Poskesdes 1 Baik 
3. Gedung SD 2 Baik 
4. Gedung SLTP 1 Baik 
5. Gedung Paud 1 Kurang Baik 
6. Masjid 2 




7. Mushalla 3 
Sebagian tidak 
baik 
8. Jalan Lingkungan  Rusak 
9. Jalan Keperkebunan  Rusak 
10. Balai Harungguan 1 Kurang Baik 
Sumber: Kantor Nagori Kampung Lalang Tahun 2020 
 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang ada di 
Nagori Kampung Lalang masih banyak yang belum baik, sehingga banyak 
masyarakat yang mengira tidak adanya pengawasan terhadap kinerja Pangulu 
yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang ada di desa seperti 
Maujana Nagori atau BPD. Disinilah seharusnya fungsi pengawasan Maujana 
Nagori dalam pelaksanaan kinerja Pangulu sangat penting guna memperbaiki 
kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang 
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sunarti, 
2018). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mencegah adanya penyelewengan 
atas kewenangan yang dilakukan Pangulu.   
Masalah lain yang terjadi mengenai Maujana Nagori yang ada di Nagori 
Kampung Lalang berdasarkan pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat 
adalah kurang berfungsinya Maujana Nagori dalam menggali, menampung, 
menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dirasa belum 
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berjalan, dikarenakan masyarakatnya sendiri pun tidak mengetahui siapa saja 
anggota dari Maujana Nagori tersebut dan Maujana Nagori pun tidak pernah 
bersosialisasi langsung dan terjun kemasyarakat untuk menampung serta 
menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Menurut pengamatan saya, masyarakat 
tidak menyampaikan aspirasi – aspirasinya melalui Maujana Nagori melainkan 
langsung melalui Pangulu. 
 Dalam pembuatan peraturan desa, anggota Maujana Nagori bersama 
Pangulu masa jabatan 2016-2020 telah membuat Peraturan atau kebijakan, yaitu: 
Tabel 1.4 Peraturan Desa Nagori Kampung Lalang 2016-2020 
No Tahun Peraturan Desa 
1. 2016 RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 
  RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) 
  APB Nagori 
2. 2017 RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) 
  APB Nagori 
3. 2018 RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) 
  APB Nagori 
 2019 APB Nagori 
  Perubahan APB Nagori 
4. 2020 RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) 
  APB Nagori 
  Perubahan RKP 
  BLT Dana Desa 
  Perubahan APB 
  Perpanjangan BLT Dana Desa 
Sumber : Kantor Nagori Kampung Lalang 2020 
 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pemerintahan desa dan 
Maujana Nagori hanya membuat peraturan desa yang sifatnya rutin dan memang 
harus di buat dan diatur dalam pemerintahan  pusat setiap tahun nya, tidak 
terdapat peraturan desa yang dibuat atas inisiatif dari pemerintah desa dan 
Maujana berdasarkan aspirasi, keluhan masyarakat atau melihat kondisi dari desa 
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tersebut seperti peraturan untuk bergotong royong setiap bulannya, peraturan desa 
mengenai ronda malam,dll. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dikatakan telah mejalankan 
perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung 
aspirasi masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat, poin penting yang 
dirasakan di era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan 
pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut 
secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya 
pemerintahan dan pembangunan desa. 
Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 
bagaimana sebenarnya pelaksanaan fungsi Maujana Nagori tersebut, apakah 
benar – benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 
atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi yang hanya digunakan 
sebagai alat pembenaran oleh pemerintah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 
mengangkat permasalahan ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fungsi 
Maujana Nagori Di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang 
Kabupaten Simalungun” 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka masalah yang  terdapat 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung 
Lalang? 
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2. Hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Maujana 
Nagori di Nagori Kampung Lalang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan fungsi Maujana Nagori di 
Nagori Kampung Lalang. 
2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan 
fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang. 
1.4 Manfaat Penulisan 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan serta 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. 
2. Bagi Akademik 
Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah literasi kepustakaam 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska sekaligus menjadi referensi 
berikutnya. 
2. Bagi Instansi 
Bagi instansi pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya 
Pangulu dan Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan 
Ujung Padang Kabupaten Simalungun diharapkan penelitian ini  





   
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab 
dan subbab lainnya, yaitu: 
BAB I : Pendahuluan 
Pada Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori 
Pada Bab II ini membahas teori – teori yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibahas, dimana teori yang diangkat penulis 
yaitu mengenai teori – teori Badan Permusyawaratan Desa.  
BAB III : Metode Penelitian 
Pada Bab III ini memuat metode penelitian berupa waktu dan 
lokasi penelitian, sumber jenis data, metode pengumpulan data, 
serta analisis data. 
BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Pada Bab IV ini memuat gambaran umum lokasi penelitian tentang 
objek yang akan diteliti, dan tempat dimana akan dilaksanakan 
penelitian, seperti kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan 
struktur organisasi penelitian.  
BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada Bab V ini membahas hasil dari penelitian pelaksanaan fungsi 
Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung 
Padang Kabupaten Simalungun. 
BAB VI : Penutup 
Pada Bab VI ini memuat kesimpulan dari penelitian serta kritik dan 
saran yang membangun bagi objek penelitian agar bias lebih baik 








Definisi fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu 
organisasi atau lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.  
Definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal 
(2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat 
hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu 
yang masing – masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat 
atau pelaksanaannya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 
merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan – tingkatan yang telah 
diberikan kepada yang menjalankan fungsi tersebut. 
2.2 Otonomi Desa  
Kata otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
merupakan  hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus 
urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat 
dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya 
pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang 
dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
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memiliki susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa tentunya dapat 
melakukan perbuatan hukum baik hukum public maupun hukum perdata, 
memiliki kekayanaan, harta benda dan dapat dituntut maupun menuntut 
didepan pengadilan. 
Dalam pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan dalam 
menyelenggarakan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai – nilai 
tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan 
Negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa 
berdasarkan tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan 
kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan 
dengan koridor perundang – undangan yang berlaku (Widjaja, 2003). 
Menurut (Awang, 2010) otonomi desa adalah kemandirian desa. 
Dimana kemandirian desa yang dimaksud adalah masalah internal desa rumah 
tangganya sendiri yaitu mampu mengelola maupun membiayai pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada hasil sumber daya 
local, swadaya dan gotong royong masyarakat. 
Otonomi tentunya tidak bisa dilepaskan dari konteks hubungan 
pemerintah desa dengan pemerintah tingkat atasnya, sebab desa menjadi 
bagian integral dari negara yang menjalankan sejumlah kewajiban. Otonomi 
desa bukan hanya sekedar swadaya masyarakat, tetapi juga persoalan 
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pemerataan dan keadilan hubungan antara pemerintah tingkat atas dengan 
pemerintah tingkat desa. 
2.3 Pengertian Desa (Nagori) 
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansakerta “deca” yang 
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari persfektif geografis, 
desa atau village diartikan sebagai “a groups or shops in a country area, 
smaller than a town”.  Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang 
bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa 
adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).  
Menurut undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 
menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan   prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Seperti yang ada pada lingkungan masyarakat Kabupaten Simalungun, 
masyarakat setempat menyebut desa dengan nama lain yaitu Nagori. 
Masyarakat Simalungun menamakan nama tersebut berdasarkan dengan hak 
asal – usul, tradisional, dan adat istiadat yang ada di Simalungun dan 
dihormati masyarakat. Nama Nagori tersebut pun tercantum dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 angka (7) yang 
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menyatakan bahwa Desa adalah desa atau yang disebut dengan Nagori adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Dari beberapa pengertian mengenai desa diatas sangat jelas bahwa 
desa merupakan komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan 
pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya 
setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis 
sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 
otonomi daerah. Karena dengan adanya otonomi desa yang kuat maka akan 
mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. 
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan 
menteri dalam negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa yaitu: 
a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul 
b. Kewenangan local berskala besar 
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan ketentuan perundang – undangan.  
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Tujuan dibentuknya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan 
pembangunan. Agar terciptanya pembangunan yang merata sampai kepada 
tingkat terendah maka dibentuklah desa, pembentukan desa harus 
memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai berikut: 
a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak 
pembentukan. 
b. Jumlah penduduk yaitu:  
- Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala 
keluarga. 
- Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala 
keluarga. 
- Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala 
keluarga. 
- Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 
3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. 
- Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 
500 kepala keluarga. 
- Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, 
Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa 
atau 400 kepala keluarga. 
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- Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 
300 kepala keluarga. 
- Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara 
paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. 
- Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 
100 kepala keluarga. 
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. 
d. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 
bermasyarakat sesuai adat istiadat desa. 
e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 
manusia dan sumber daya ekonomi pendukung. 
f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang 
telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. 
g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan 
public, dan 
h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan 
lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan 
ketentuan perundang – undangan.  
2.4 Pemerintahan Desa (Nagori) 
Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa 
Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam 
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Pemerintahan Nagori merupakan nama lain dari pemerintahan desa 
yang ada di Kabupaten Simalungun. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 pasal 1 Angka (8) menyatakan bahwa 
Pemerintahan Nagori adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Sama halnya dengan pemerintahan desa pada umumnya yang 
terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan 
Nagori juga terdiri atas Pangulu dan Maujana Nagori. Pengertian Pangulu 
Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 
2016 Angka (9) menyatakan bahwa Kepala Desa atau yang disebut 
Pangulu adalah pejabat pemerintah Nagori yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagorinya 
dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 
2.5 Badan Permusyawaratan Desa (Maujana Nagori)   
Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 11 
menyatakan bahwa pemerintah desa itu terdiri dari pemerintah desa dan 
Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). Pemerintah desa adalah kegiatan 
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan lembaga 
eksekutif sedangkan Maujana Nagori (BPD) sebagai lembaga legislatif 
desa. Dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan 
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mengurus kepentingan masyarakat dibentuklah Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD).  
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 
Tentang Pemerintahan Nagori (Desa) menyebutkan bahwa Maujana 
Nagori merupakan unsur pemerintahan tertinggi desa, dan Maujana 
Nagori adalah lembaga yang merupakan bentuk perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagori.  
Pada Hakikatnya, Maujana Nagori dan pangulu memiliki 
kedudukan yang sama yaitu merupakan lembaga desa, namun keduanya 
memiliki fungsi yang berbeda. Pangulu berfungsi sebagai pemimpin 
masyarakat sedangkan Maujana Nagori berfungsi seperti apa yang sudah 
dijelaskan diatas. Anggota dari Maujana Nagori adalah wakil dari 
penduduk nagori yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah 
(Huta). Anggota Maujana terdiri dari pemangku adat, tokoh agama, 
golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Maujana Nagori 
sebagai lembaga permusyawaratan yang anggotanya berasal dari 
masyarakat dan dipilih secara demokratis. Diharapkan penyampaian 
aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pembangunan fisik desa 
yang dikelola oleh pangulu dapat selaras dengan kemauan masyarakat.  
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 
yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau pada daerah 
Kabupaten Simalungun disebut dengan Maujana Nagori mempunyai 
fungsi : 
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a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa, dalam pembuatan Peraturan Desa baik 
peraturan yang dibuat dari BPD maupun Kepala Desa 
dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Dimana 
rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa diserahkan kepada 
BPD untuk dibahas dalam sebuah rapat atau musyawarah untuk 
mendapatkan persetujuan dari BPD. demikian juga sebaliknya, 
apabila rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD maka 
harus di musyawarahkan dan dimintakan persetujuan dari 
Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka 
rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan 
Peraturan Desa. 
b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting dalam 
pemerintahan desa, salah satunya sebagai penampung dan 
penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk 
rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat 
dan disampaikan melalui BPD. Usulan – usulan dari 
masyarakat tersebut harus dilakukan pemeriksanaan terlebih 
dahulu apakah usulan tersebut mencakup keperluan seluruh 
masyarakat desa atau hanya dari satu golongan tertentu guna 
memenuhi kepentingan mereka sendiri. Dari hal tersebut, BPD 
harus cepat dan tanggap terhadap kondisi social masyarakat 
21 
   
 
dan setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu 
membawa perubahan yang positif bagi semua masyarakat desa. 
c. Melakukan Pengawasan kinerja Kepala Desa, fungsi 
pengawasan BPD dalam pelaksanaan kinerja Pangulu sangat 
penting guna memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 
ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya 
(Sunarti, 2018). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk 
mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang 
dilakukan Pangulu.   
Maujana Nagori (BPD) merupakan bentuk perwujudan demokrasi 
yang ada di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa harus 
selalu memperhatikan segala aspek termasuk aspirasi dari masyarakat, 
dimana Maujana Nagori ini merupakan perubahan nama dari Badan 
Perwakilan Desa dan merupakan lembaga legislatif yang ada di desa. 
Menurut (Riwu, 2010) salah satu wujud dari rasa tanggung jawab 
masyarakat yaitu dengan adanya sikap mendukung terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan, bentuk partisipasi masyarakat dapat 
disimpulkan menjadi empat yaitu: 
e. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan 
f. Partisipasi dalam pelaksanaan 
g. Partisipasi dala pemanfaatan hasil, dan 
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h. Partisipasi dalam evaluasi. 
Menurut (Nurcholis, 2011) mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan 
Desa mempunyai hak: 
a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa 
b. Menyatakan pendapat 
c. Mengajukan rancangan peraturan desa 
d. Mengajukan pertanyaan 
e. Menyampaikan asal – usul pendapat 
f. Memilih dan dipilih 
g. Memperoleh tunjangan  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban: 
a. Mengamalkan pancasila 
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintah desa 
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat. 





   
 
2.6 Penelitian Terdahulu 




Peran Maujana Nagori 
(BPD) dalam 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Di 
Nagori Bandar Masilam 1 
Kabupaten Simalungun. 
Hasil penelitiannya adalah Jika 
dilihat dari indikator fungsi 
legislasi peran maujana (BPD) di 
desa Bandar Masilam ini, sudah 
cukup baik. jika dilihat melalui 
indikator pengawasan masih belum 
terlihat. Dilihat dari indikator fungsi 
anggaran ini, BPD desa Bandar 
Masilam I Kabupaten Simalungun 




Analisis Fungsi Badan 
Permusyawaratan desa di 
Desa Tri Manunggal 
Kecamatan Tapung 
Kabupaten Kampar 
Hasil penelitiannya adalah  bahwa 
fungsi badan permusyawaratan 
desa di desa Tri manunggal 
Kecamatan Tapung Kabupaten 
Kampar berada pada kategori 
tidak baik dengan persentase 
57,38% meliputi fungsi legislasi 
dengan persentase 54,70%, fungsi 
menampung dan menyalurkan 









Fungsi Maujana Nagori 
Menurut Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun 
Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pemerintahan 
Nagori (Studi Nagori 
Rabuhit Kabupaten 
Simalungun) 
Hasil penelitiannya adalah 
pelaksanaan fungsi Maujana 
Nagori di Nagori Rabuhit tidak 
berjalan dengan maksimal, 
terutama fungsi legislasi. Hal ini 
disebabkan karna hingga saat ini 
belum ada Peraturan Nagori atau 
Peraturan Pangulu yang dibuat 
untuk Nagori Rabuhit.  
 
2.7 Pandangan Islam Terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Dalam agama islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya 
masalah pemerintahan, baik yang menyangkut urusan duniawi maupun 
ukhrawi, hal ini disebabkan karenaa adanya pendapat bahwaa islam 
merupakan agama yang komprehensif, didalamnya terdapat system 
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ketatanegaraan, system ekonomi, social dan sebagainya. Namun, dalam 
pembahasan ini lebih menerangkan mengenai pandangan hokum islam 
tentang Badan Permusyawaratan Desa. 
Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai prinsip kepemimpinan 
dalam QS. Ali Imran/3:118: 
ٰٓاَيٍَُّا    ا َما َعىِخُّْمْۚ ي  َْ دُّ َ وَُكْم َخبَاًَلۗ  ُْ ُ وُِكْم ََل يَأْل َْ ْه ُد ا بِطَاوَتً مِّ َْ ا ََل حَخهِخُز ُْ َمىُ الهِزْيَه ا 
ِج  ي  هىها لَُكُم اَْل  ُسٌُْم اَْكبَُش ۗ قَْذ بَي َْ َما حُْخفِْي ُصُذ َ ْمْۖ  ٍِ ٌِ ا َُ قَْذ بََذِث اْلبَْغَضۤاُء ِمْه اَْف
 ُ نَ اِْن ُكىْخُْم حَْعقِل ُْ  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi 
teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena 
mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagimu. Dimulut 
mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu 
ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya”. 
Dari penjelasan ayat diatas, dapat kita lihat secara jelas betapa 
pentingnya Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah. Maka dengan 
adanya pemerintahan desa diharapkan warga masyarakat dapat langsung 
menyalurkan segala aspirasinya melalui orang – orang yang dipercayainya 
ditingkat pemerintahan desa, karena dalam Al-Qur’an pada surat Ali Imran 
ayat 118 Allah memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan 
orang – orang yang dipercaya dalam menjalankan roda pemerintahan desa 
yang berasal dari golongannya, karena dianggap lebih dapat dipercaya dan 
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lebih mengetahui asal – usul dan adat serta kebiasaan masyarakat sehingga 
dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 
Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan 
adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan 
syari’at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan 
dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat 
islam demi kelangsungan sejarah umat islam. 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dengan adanya undang-undang ini maka adanya pula payung 
hukum yang melindungi kinerja BPD dalam mengawasi Pemerintahan 
Desa. Dalam pengambilan keputusan atau penyelesaiyan masalah biasanya 
taklupa BPD melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh 
atau perwakilan masyarakat desa, yang sebagaimana telah diatur dalam 
Pasal 55. Adapun pandangan ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana 
Allah telah memerintahkan umatnya untuk selalu menyelesaikan dan 
mengatur urusan pemerintahan dengan cara musyawarah dalam QS as-
Syura:38 :  
ا  ِممه َ ِ بَۡيىٍَُۡمْۖ  س  ُۡ اَۡمُشٌُۡم ُش َ  
ُةَْۖ ل  ا الصه ُۡ اَقَاُم َ ٍِۡم  الهِزۡيَه اۡسخََجابُُا لَِشبِّ َ
ٍُمۡ  نَ  َسَصۡقى  ُۡ ُ ْۚيُۡىفِق  
 Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) 
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
26 
   
 
diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan 
sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. 
 Terdapat hadist yang menjelaskan pentingnya musyawarah, yaitu: 
a. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah: 
ًِ )ابه ماجً(  إَِرا اْسخََشا أََحُذُكْم أََخايُ فَْليََسشه َعلَْي
Artinya: “Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan 
saudaranya, maka penuhilah.”(HR.Ibnu Majah) 
 
b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Thabari: 
ُسَا َ اْلَعابِِذْيَه اْلفُقٍََاء حََشا َ َلَ  َ وًَُ  ُْ ٍت بَِشْأٍي حَْجَعلُ  َخاصه
Artinya: “Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli 
ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja.” (HR. 
Ath-Thabrani) 
Dapat dilihat dari hadist diatas bahwa bermusyawarah itu penting 
dan dengan bermusyawarah kita bisa membulatkan dan mengambil 
keputusan yang baik dan tidak hanya mengandalkan otak atau pendapat 
sendiri. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau pada masyarakat 
simalungun disebut dengan Maujana Nagori merupakan wakil dari 
penduduk desa yang bersangkutan dan terdiri atas pemangku adat, tokoh 
agama, golongan profesi, atau pemuka masyarakat lainnya. Hal ini pun 
sejalan dengan turunnya Al-Qur’an yang mengajarkan musyawarah dalam 
mengambil suatu keputusan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, 
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apalagi keputusan yang berdampak pada orang banyak. Dan dalam hal ini 
pemerintah tidak boleh lepas dari musyawarah. Sebagaimana perkataan 
Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar “Apabila kalian berdua 
sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kalian 
berdua.” 
2.8 Definisi Konsep 
Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau 
individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social. Dalam hal ini 
peneliti memberikan batasan yang lebih jelas dari masing- masing konsep 
yang akan diteliti (Singarimbun, 2006). Adapun defenisi konsep yang 
diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah:  
1. Fungsi 
Definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal 
(2008:22) mengemukakan fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau 
erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai 
tertentu yang masing – masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis 
menurut sifat atau pelaksanaannya.   
2. Otonomi Desa 
Menurut (Awang, 2010) otonomi desa adalah kemandirian desa. 
Dimana kemandirian desa yang dimaksud adalah masalah internal desa 
rumah tangganya sendiri yaitu mampu mengelola maupun membiayai 
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pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan bertumpu pada 
hasil sumber daya local, swadaya dan gotong royong masyarakat. 
3. Desa (Nagori) 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 
Tahun 2016 Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa Desa adalah desa 
atau yang disebut dengan Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
4. Pemerintahan Desa (Pemerintahan Nagori) 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 
Tahun 2016 pasal 1 Angka (8) menyatakan bahwa Pemerintahan Nagori 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
5. Badan Permusyawaratan Desa (Maujana Nagori) 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 
Tentang Pemerintahan Nagori (Desa) menyebutkan bahwa Maujana 
Nagori merupakan unsur pemerintahan tertinggi desa, dan Maujana 
Nagori adalah lembaga yang merupakan bentuk perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagori.  
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Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 
yang menyatakan bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
atau pada masyarakat simalungun disebut Maujana Nagori yaitu: 1) 
Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2) Menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat, 3) Melakukan pengawasan kinerja 
kepala desa. 
2.9  Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang 
memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Idrus, 2009) 
sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator apa saja yang 
diketahui sebagai pendukung untuk suatu analisis dari variabel tersebut. 
Dan adapun operasional indikator penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 
dibawah ini.  
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1. Kurangnya kesadaran anggota Maujana Nagori dalam menghadiri rapat atau 
musyawarah di desa. 
2. Kurang berfungsinya Maujana Nagori dalam menggali, menampung, 
menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
3. Kurang berfungsinya Maujana Nagori dalam bersosialisasi sehingga banyak 
masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Maujana Nagori. 
4. Masih banyaknya sarana dan prasarana yan belum baik sehingga pelaksanaan 
fungsi pengawasan dari Maujana Nagori di pertanyakan. 
Fungsi  Badan Permusyawaratan Desa (Maujana Nagori) 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 
1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa (Pangulu) 
2. Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat. 
3. Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa 
1. Pelaksanaan fungsi Maujana Nagori di Nagori 
Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang 
Kabupaten Simalungun. 
2. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi 
Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang 






 METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Nagori Kampung Lalang 
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dan waktu 
penelitian ini pada kurun waktu Desember 2020 sampai dengan selesai. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang 
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel 
yang lain (Sugiyono, 2005). Selanjutnya, Sumber data yang diperlukan dalam  
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan 
dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 
yang dilakukan kepada responden atau Pangulu dan anggota Maujana 
Nagori.  
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu 
dari hasil dokumentasi dan data – data yang tersedia dari berbagai pihak atau 
instandi terkait dengan penelitian.  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi (Pengamatan) 
Dalam teknik ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke 
lokasi tempat penelitian untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang 
pelaksanaan fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang 
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. 
2. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan 
menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 
yang meng2 ahsilkan data berupa transkip wawancara. Adapun yang akan 
diwawancarai menjadi key informan dalam penelitian ini adalah 
Masyarakat, Pangulu, dan Maujana Nagori. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi pada teknik ini yaitu berupa foto maupun dokumen 
dan bisa juga berupa kegiatan mencatat bukti yang dapat mendukung 
temuan penelitian yang dibuat oleh peneliti. 
3.4 Informan Penelitian 
Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 
kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 
Purposive Sampling dimana peneliti memilih Key Informan dan informan 
yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan yang ada dikantor 
tersebut. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berarti peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 
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mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 3.1 Data Key Informan Penelitian 
No Informan Penelitian Jumlah 
1. Pangulu Nagori Kampung Lalang 1 
2. Sekretaris Desa 1 
3. Ketua Maujana 1 
4. Wakil Ketua Maujana 1 
5. Anggota BPD 5 
6. Masyarakat 6 
 Jumlah 15 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data menurut Bogdan dan Biken adalah upaya yang dilakukan 
dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa 
yang paling penting dan yang dipelajari, dan memutuskan yang dapat 
diceritakan kepada orang lain (Lexy Moleong,2005:248). Menurut Milles dan 
Hubberman, mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerussampai tuntas 
sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini teknik analisis data interaktif 
menurut Miles dan Hubberman, yaitu (Sugiyono, 2009). 
1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data pertama – tama dimulai dengan menggali data 
dari berbagai sumber, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan, yang 
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kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan 
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dsb. Dalam penelitian ini 
pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik yaitu dengan cara 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
2. Reduksi Data 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokook, 
memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya 
dengan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 
bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik 
seperti computer dengan memberikan kode – kode pada aspek tersebut. 
3. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 
Milles dan Hubberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 
untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 
yang bersifat naratif. 
4. Penarikan Kesimpulan 
 Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif menurut Milles dan 
Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 
tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid 
dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

























GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Sejarah Kabupaten Simalungun 
  
 Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten yang ada di 
Provinsi Sumatera Utara. Suku Simalungun merupakan penduduk asli dari 
kabupaten ini. Bupati Kabupaten Simalungun saat ini adalah Jopinus Ramli 
Saragih atau yang kerap dikenal dengan sebutan JR Saragih bertugas untuk 
periode 2016 – 2021 setelah kembali terpilih pada Pilkada tahun 2016 lalu 
bersama pasangannya H. Amran Sinaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 70 Tahun 1999 Ibu Kota Kabupaten Simalungun telah resmi berpindah ke 
Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari Kota Pematang Siantar yang telah menjadi 
daerah otonom setelah tertunda selama beberapa waktu. Secara astronomis 
Kabupaten Simalungun terletak antara 98,32 BT – 99,35 BT dan 2,36 LU – 3,18 
LU dengan luas wilayah 4.486,60 Km² atau sekitar 6,12% dari luas wilayah 
Sumatera Utara.  
 Kabupaten simalungun memiliki 32 Kecamatan dan seluruh kecamatan 
terdiri dari 386 Desa/Nagori daan 27 Kelurahan. Berdasarkan BPS Simalungun 
Tahun 2019, jumlah penduduk kabupaten Simalungun adalah 867.920 Jiwa. Batas 
wilayah Kabupaten simalungun yaitu :  
Sebelah Utara   : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan 
Kabupaten Batubara. 
Sebelah Timur  : Kabupaten Asahan dan Kabupaten Toba Samosir.  
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Sebelah Selatan : Kabupaten Toba Samosir. 
Sebelah Barat    : Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang. 
 
4.2 Sejarah Nagori Kampung Lalang dan Letak Geografisnya 
Nagori kampong Lalang adalah salah satu bagian terkecil dari Negara 
kesatuan Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan 
diujungnya Kabupaten Simalungun Kecamatan Ujung Padang. Berdasarkan 
pendapat para tokoh masyarakat Nagori Kampung Lalang dimasa penjajahan 
jepang (1942 s/d 1945) Nagori Kampung Lalang merupakan desa yang banyak 
terdapat tanaman racun yang dalam bahasa jawa disebut jenu, tanaman tersebut 
digunakan masyarakat untuk meracun hama tanaman. Setelah tanaman tersebut 
punah dan dan tidak ditanam kembali, maka banyak tumbuh tanaman ilalang, 
maka dikarenakan banyaknya tanaman ilalang tersebut dibuatlah nama Nagori 
Kampung Lalang, selain itu nama Nagori Kampung Lalang juga diambil dari kata 
lalulalang dikarenakan dahulu Nagori Kampung Lalang merupakan tempat 
perlintasan yang menghubungkan antara kabupaten Simalungun dengan 
Kabupaten Asahan (sekarang sudah menjadi Kabupaten Batu Bara).  
Nagori Kampung Lalang pada masa Pimpinan Bapak Hasim Tahun 1943 
Nagori Kampung terdiri dari dua dusun yaitu bernama Kampung Lalang dan 
Teratak Baru, pada Tahun 1949 Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh Bapak 
Juwiriyo, Tahun 1951 Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh Bapak Bahrum, 
Tahun 1954 Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh Bapak Syarif, Tahun 1960 
Nagori Nagori Kampung Lalang dipimpin oleh Bapak Sanmukri. Pada Tahun 
1961 Dusun Teratak Baru berpisah dari Nagori Kampung Lalang karena berbagai 
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alasan dan sekarang sudah menjadi desa sendiri yaitu Desa Perkebunan Sei 
Bejangkar. Pada Tahun 1966 Nagori Kampung Lalang bergabung dengan Nagori 
Tinjowan dimana pada masa itu dipimpin oleh Bapak M. Isyak Nasution. Dan 
pada Tahun 1971 Ridwan Lubis ditunjuk oleh M.Isyak Nasution untuk 
menggantikan kepemimpinannya. Pada Tahun 1992 Tinjowan dipimpin oleh 
Bapak M. Yusli.  
Pada Tahun 2004 Nagori Kampung Lalang melakukan musyawarah untuk 
mengajukan pemekaran yang diprakarsai oleh tokoh – tokoh yang ada di Nagori 
Kampug Lalang dan pada Tahun 2005 Kampung Lalang dimekarkan dari Nagori 
Tinjowan yang masa itu dipimpin oleh pelaksana tugas Bapak M. Sayuti. Pada 
Taahun 2009 tepatnya tanggal 18 Mei 2009 Kampung Lalang untuk pertama 
kalinya mengadakan pemilihan pangulu yang diikuti oleh 3 calon panulu yaitu: 
M. Sayuti, Sugiono, dan Hari Santosa. Pemilihan tersebut akhirnya 
dimenangkan oleh Hari Santosa dan dilantik oleh Bupati Simalungun pada 
tanggal 28 Juni 2009. 
Pada tahun 2016 Nagori Kampung Lalang melakukan pemilihan Pangulu 
tepat pada tanggal 06 Agustus 2016 yang diikuti oleh 3 calon Pangulu yaitu Hari 
Santosa, Samsir Sirait dan Fachruzani. Pemilihan tersebut akhirnya 
dimenangkan oleh Fachruzani dan dilantik oleh Bupati Simalungun pada tanggal 
16 Agustus 2016. 
Seiring berkembangnya zaman, Nagori Kampung Lalang kini mengalami 
pertumbuhan yang sangat signifikan dalam jumlah penduduk, dan kini Nagori 
Kampung Lalang memiliki penduduk dengan jumlah + 2179 jiwa dengan berbagai 
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macam suku diantaranya Jawa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, 
Batak Mandailing dan Padang 
Secara geografis dan secara administrastif Nagori Kampung Lalang 
merupakan salah satu dari 19 Nagori yang ada di Kecamatan Ujung Padang 
Kabupaten Simalungun dan memiliki luas wilayah 3,73 Km².  Berbatasan 
langsung dengan sebelah barat yaitu Nagori Tinjowa n, sebelah timur yaitu 
Kelurahan Ujung Padang, sebelah utara Kabupaten Batu Bara, dan sebelah selatan 
Kelurahan Ujung Padang. 
Lahan di Nagori Kampung Lalang sebagian besar merupakan Tanah 
Sawah dan Tanah kering seperti dalam table berikut ini :  
Tabel 4.1 Lahan dan Pertanahan Nagori Kampung Lalang 
No URAIAN LUAS SATUAN 
1. Lahan Sawah 250 Ha 
2. Lahan Kering 78 Ha 
3. Halaman Pekarangan 6,8 Ha 
4. Lainnya 38,2 Ha 
 Jumlah 373 Ha 
Sumber : Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
4.3 Keadaan Demografis Nagori Kampung Lalang 
Demografis (kedudukan penduduk) Nagori Kampung Lalang dengan 
jumlah penduduk 2179 Jiwa dan dengan jumlah kepala keluarga 635 KK. Dengan 
klasifikasi sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin  
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki – Laki 1113 
2. Perempuan 1066 
 Jumlah  2179 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
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 Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa jumlah penduduk di Nagori 
Kampung Lalang berdasarkan kelamin yaitu 1113 penduduk laki – laki dan 1066 
penduduk perempuan.  
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
No Agama Jumlah 
1. Islam 2173 
2. Kristen Protestan 6 
3. Kristen Katolik  
4. Budha  
5. Hindu  
6. Kong Hu Chu  
 Jumlah 2179 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah penduduk di Nagori 
Kampung Lalang berdasarkan agama yaitu 2173 penduduk beragama islam dan 6 
penduduk beragama Kristen Protestan. Dapat disimpulkan bahwa di Nagori 
Kampung Lalang penduduk setempat mayoritas menganut agama islam. 
Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Nagori Kampung Lalang 
No Jenis Mata Pencaharian Jumlah 
1. Pertanian 336 
2. Karyawan BUMN/Swasta 17 
3. Industri Pengelolaan 6 
4. Pedagang 105 
5. PNS 8 
6. Buruh Tani 148 
7. Pengrajin Industri Rumah Tangga 6 
8. Peternak 328 
9. Montir 9 
10. Pensiunan TNI/PNS/POLRI 4 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa mata pencaharian penduduk Nagori 
Kampung Lalang sebagai petani dengan jumlah 336 orang, penduduk yang 
bekerja sebagai karyawan BUMN/Swasta berjumlah 17 orang, penduduk yang 
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bekerja sebagai industry pengelolaan berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja 
sebagai pedagang berjumlah 105 orang, penduduk yang bekerja sebagai PNS 
berjumlah 8 orang, penduduk yang bekerja sebagai buruh tani berjumlah 148 
orang, penduduk yang bekerja sebagai pengerajin industry rumah tangga 
berjumlah 6 orang, penduduk yang bekerja sebagai peternak berjumlah 328 orang, 
penduduk yang bekerja sebagai montir berjumlah 9 orang, dan penduduk yang 
merupakan pensiunan TNI/PNS/POLRI berjumlah 4 orang. Dapat disimpulkan 
bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Nagori Kampung Lalang adalah 
petani dan peternak.  
Tabel 4.5 Pertumbuhan Angkatan Kerja  
No Klasifikasi Laki - Laki Perempuan Jumlah 
1. Usia Kerja 338 327 663 
2. Angkatan Kerja 248 275 523 
3. Mencari Kerja 90 50 140 
 Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang 
ada di Nagori Kampung Lalang dengan klasifikasi usia kerja berjumlah 338 orang 
laki – laki dan 327 orang  perempuan, pada klasifikasi angkatan kerja berjumlah 
248 orang laki – laki dan 275 orang perempuan, dan pada klasifikasi mencari 
kerja berjumlah 90 orang laki – laki dan 50 orang perempuan.  
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Nagori Kampung Lalang 
No Tamat Pendidikan Jumlah 
1. Tidak Tamat SD 236 
2. Tamat SD 600 
3. Tamat SLTP 568 
4. Tamat SLTA 608 
5. Tamat Akademi/PT 55 
 Jumlah 2067 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
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 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat pendidikan penduduk yang 
ada di Nagori Kampung Lalang yang tidak tamat SD berjumlah 236 orang, 
penduduk yang tamat SD berjumlah 600 orang, penduduk yang tamat SLTP 
berjumlah 568 orang, penduduk yang tamat SLTA berjumlah 608 orang, dan 
penduduk yang tamat akademik atau perguruan tinggi berjumlah 55 orang. 
Tabel 4.7 Lembaga Kemasyarakatan Nagori 
No NAMA LEMBAGA JUMLAH PENGURUS 
LK PR 
1. LPMN 10 9 1 
2     PKK 20  20 
3. KARANG TARUNA 13 9 4 
4. KELOMPOK TANI 8 24  
5. STM 2 6  
6. GAPOKTAN  1 4  
7. KELOMPOK SPP 4  4 
8. REMAJA MESJID 1 2 2 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa lembaga kemasyarakatan Nagori 
yang ada di Nagori Kampung Lalang ada 8 yaitu LPMN atau lembaga 
pemberdayaan masyarakat nagori memiliki 10 jumlah pengurus diantaranya 9 laki 
– laki dan 1 perempuan, PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga 
memiliki 20 jumlah pengurus dimana semua pengurusnya adalah perempuan, 
Karang Taruna memiliki 13 jumlah pengurus diantaranya 9 laki – laki dan 4 
perempuan, kelompok tani dimana di Nagori Kampung Lalang terdapat 8 
kelompok tani dengan jumlah pengurus 24 orang dan seluruh pengurusnya adalah 
laki – laki, STM atau serikat tolong menolong terdapat 2 kelompok dengan 
jumlah pengurus berjumlah 6 orang dan seluruh pengurusnya adalah laki – laki, 
Gapoktan atau gabungan kelompok tani yang hanya memiliki 1 kelompok dengan 
jumlah pengurus 4 orang dan seluruh pengurusnya adalah laki – laki, kelompok 
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SPP atau simpan pinjam perempuan yang memiliki 4 orang pengurus dan seluruh 
pengurusnya adalah perempuan, dan yang terakhir remaja masjid yang memiliki 4 
pengurus diantaranya 2 pengurus laki – laki dan 2 pengurus perempuan. 
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Rumah Ibadah 
No Sarana Ibadah Jumlah 
1. Mesjid 2 
2. Mushola 3 
3. Gereja - 
4. Pura - 
5. Kelenteng - 
6. Vihara - 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa sarana rumah ibadah yang ada di 
Nagori Kampung Lalang hanya memiliki 2 mesjid dan 3 mushola, di Nagori 
Kampung Lalang tidak ada gereja, pura, kelenteng atau vihara dikarenakan 
mayoritas penduduk di Nagori Kampung Lalang adalah seorang muslim. 
Tabel 4.9 Jumlah Sarana Pendidikan 
No Nama Sarana Pendidikan Jumlah Keterangan 
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Swasta 
2. Sekolah Dasar (SD) 1 Negeri 
3. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas 1 Swasta 
4. PAUD 1 Swasta 
 Jumlah 4  
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
 Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah sarana pendidikan yang ada di 
Nagori kampong Lalang yaitu 1 sekolah SMP swasta, 1 sekolah SD negeri, 1 




   
 
4.4 Pemerintahan Desa 
Tabel 4.10 Daftar Nama Pemerintahan Desa 
No Nama Jabatan 
1. Fachruzani Kepala Desa 
2. Sumariandi Dalimunthe Sekretaris Desa 
3. Rohima Kepala Urusan Pemerintahan 
4. Yuda Akmal Kepala Urusan Pembangunan 
5. Ilin Septia Kepala Urusan Keuangan 
6. Suferni Gamot Huta I 
7. Sukimin Gamot Huta II 
8. Marhaendi Gamot Huta III 
9. Mesdan Gamot Huta IV 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
Tabel 4.11 Daftar Nama Anggota Maujana  
No Nama Anggota Jabatan 
1. Drs. M. Isa Nurdin Ketua / Tokoh Agama 
2. Dedi Irawan Wakil Ketua / Tokoh Pemuda 
3.  Mustar Dalimunthe Sekretaris Maujana 
4.  Erwin Anggota 
5.  M. Syafii Anggota 
6. Nispa Ramadhani Sirait Anggota / Tokoh Wanita 
7. Joni rahmat Dalimunthe Anggota 
Sumber: Kantor Pangulu Nagori Kampung Lalang 2020 
Tabel 4.12 Daftar Nama Anggota LPM Nagori Kampung Lalang 
No Nama Jabatan 
1. Sipadi Ketua 
2. Tugimin Wakil Ketua 
3. Rusmadianto Sekretaris 
4. Edi Sugianto Dalimunthe Bendahara 
5. Samsir Sirait Seksi Keagamaan 
6. Julianto Seksi Pemuda Olahraga dan Seni 
7. Sulaiman Seksi Pembangunan 
8. Tugimin Seksi Peningkatan SDM dan Ekonomi 
Keluarga 
9. Misianto Seksi Sosial Budaya 
10. Rodiawati Seksi Pemberdayaan Keterampilan/ PKK 





   
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagori Kampung Lalang 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan fungsi 
Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang 
Kabupaten Simalungun berdasarkan adanya data dan fakta penulis menyimpulkan 
bahwa Pelaksanaan fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang belum 
berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan kurang berjalannya pelaksanaan 
fungsi Maujana Nagori dalam membahas dan menyepakati peraturan desa 
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 
mengawasi kinerja kepala desa atau Pangulu. Hal tersebut dapat dilihat dari bukti 
berupa data yang menyatakan bahwa Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang 
kurang aktif dalam menghadiri rapat atau musyawarah yang diadakan di desa, 
kurang melibatkan masyarakat dalam mengadakan kegiatan rapat dikarenakan 
kurangnya informasi Maujana Nagori dan perangkat desa ke masyarakat, 
kurangnya tugas Maujana Nagori dalam memberikan informasi terkait hasil rapat 
dalam membahas peraturan desa kepada masyarakat, kurangnya pemahaman akan 
tugas dan fungsi sebagai Maujana Nagori sehingga membuat Maujana Nagori 
tidak turun lapangan dan bersosialisasi dengan masyarakat sehingga pelaksanaan 
fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan 
semestinya,  dan kurangnya pelaksanaan tugas Maujana Nagori dalam mengawasi 
kinerja Pangulu dikarenakan Maujana Nagori belum terlihat turun kelapangan 
guna mengawasi proses pembangunan desa secara langsung. 
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Hambatan atau kendala dari Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang 
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dalam menjalankan fungsinya 
adalah terkait kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, Keterbatasan dalam 
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keanggotaan Maujana Nagori dikarenakan 
rata – rata pendidikan anggota Maujana Nagori hanya bertamatan SD, tidak 
adanya pelatihan sehingga sumber daya manusia atau anggota maujana yang 
belum memenuhi standart pendidikan tidak terlalu mengerti akan fungsi dan 
tugasnya secara maksimal, minimnya honor yang diterima oleh Maujana Nagori 
membuat Maujana Nagori tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dan 
dikarenakan mereka tidak untuk datang dan bekerja di kantor desa setiap hari, hal 
tersebut membuat Maujana Nagori kurang atas rasa tanggung jawab dalam 
menjalankan fungsinya. 
6.2 Saran 
  Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan mengenai Pelaksanaan 
Fungsi Maujana Nagori di Nagori Kampung Lalang berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan seluruh anggota Maujana Nagori selalu menghadiri kegiatan 
rapat yang diselenggarakan dan diharapkan Maujana Nagori memberikan 
informasi terkait akan diadakannya rapat sehingga masyarakat dapat 
terlibat dan mengetahui peraturan desa apa yang hendak dibuat.  
2. Diharapkan kepada seluruh anggota Maujana Nagori agar 
mensosialisasikan langsung kepada masyarakat mengenai peraturan desa 
yang telah berlaku dan telah disahkan, apapun hasil yang didapatkan dari 
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rapat diharuskan untuk disampaikan kepada masyarakat Nagori kampung 
Lalang agar diketahui dan dapat dipatuhi secara bersama. Masyarakat 
memiliki hak untuk mengetahui perkembangan desa yang terjadi, maka 
dari itu Maujana Nagori diharapkan untuk bersikap transaparansi kepada 
masyarakat. 
3. Diharapkan kepada seluruh anggota Maujana Nagori untuk mempelajari 
dan memahami apa sebenarnya fungsi dan tugas yang harus dilakukan 
oleh Maujana Nagori selaku organisasi perwakilan masyarakat yang ada 
di desa supaya pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik. 
4. Agar pelaksanaan fungsi berjalan dengan baik, maka harus didukung oleh 
dana, sarana dan prasarana yang memadai. Maka dari itu diharapkan 
kepada pemerintahan desa dapat membantu terciptanya sarana dan 
prasaran yang baik untuk Maujana Nagori, dapat juga dilakukan dengan 
meminta bantuan kepada pemerintahan daerah atau terkait agar sarana dan 
prasarana yang kurang tersebut dapat dipenuhi. 
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DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN 
Judul Penelitian :  Analisis Pelaksanaan Fungsi Maujana Nagori di Nagori 
Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. 
Keterangan : 
1. Wawancaraini dilakukan hanya untuk melengkapi yang sedang dikerjakan 
dan hanya merupakan sebuah karya ilmiah. 
2. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan berpengaruh terhadap 
pekerjaan Bapak/Ibu. 
3. Atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih 
yang tak terhingga. Semoga Bapak/Ibu selalu dalam lindungan Allah swt. 
Identitas Peneliti :  
Nama  : Mailika Ulfa 
NIM  : 11775200195 
Jurusan : Administrasi Negara 
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial 









   
 
Identitas Responden : 
Nama   :  
Jenis Kelamin  : 
Umur   : 
Pendidikan Terakhir : 
Pekerjaan  : 
Alamat  :  
Tanggal Wawancara : 
Waktu Wawancara : 
Lokasi wawancara : 
Panduan Wawancara : 
a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 
1. Menurut Bapak/Ibu Apakah Maujana Nagori Merumuskan rancangan 
Peraturan Desa Bersama Seluruh Perangkat Desa Dan Masyarakat? 
2. Menurut Bapak/Ibu apakah Maujana Nagori selalu mengajukan 
rancangan dalam pembuatan peraturan desa?  
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Maujana Nagori mengadakan rapat dalam 
rangka membahas rancangan Peraturan Desa bersama Pangulu? 
4. Menurut Bapak/Ibu dalam rapat pembuatan peraturan Desa Maujana 
Nagori melibatkan masyarakat? 
5. Menurut Bapak/Ibu dalam merancang Peraturan Desa tersebut, apakah 
sudah menetapkan segala sesuatunya berdasarkan kepentingan 
masyarakat? 
6. Menurut Bapak/Ibu apakah peraturan desa yang telah ditetapkan oleh 
Maujana Nagori bersama Pangulu  disosialisasikan oleh Maujana 
Nagori Ke masyarakat. 
 
   
 
 
b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 
1. Apakah menurut Bapak/Ibu Maujana Nagori turun langsung 
kelapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat? 
2. Mernurut Bapak/Ibu apakah aspirasi dari masyarakat ditindak lanjuti 
atau tidak oleh Maujana Nagori? 
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Ketua Maujana Nagori 
mengkoordinasikan anggota maujana terkait jadwal pelaksanaan dari 
aspirasi masyarakat dan apakah Maujana Nagori melakukan 
koordinasi juga dengan perangkat desa? 
c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa 
1. Bagaimana kinerja pemerintah desa selama ini ?  
2. Bagaimana hubungan kerjasama antara Maujana Nagori  dengan 
Pangulu ?  
3. Menurut Bapak/Ibu apakah Maujana Nagori mengawasi tentang 
APBDes ?  
4. Menurut Bapak/Ibu apakah Maujana Nagori mengawasi pelaksanaan 
dalam penyelenggaraan pembangunan desa ?  
d. Hambatan  
1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala atau hambatan BPD 
dalam menjalankan fungsinya ? 
2. Menurut  Bapak/ Ibu Upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan 













Foto bersama Bapak Sumariandi selaku Sekretaris Desa Nagori Kampung Lalang 
 
Foto bersama Bapak Isa Nurdin selaku ketua Maujana Nagori (BPD) 
   
 
 
Foto bersama ibu Nisva selaku sekretaris Maujana Nagori (BPD) 
 
Foto bersama Bapak Dedi selaku wakil Maujana Nagori (BPD) Kampung Lalang 
   
 
 
Foto Bersama Bapak Syafii selaku anggota Maujana Nagori (BPD) 
 
Foto bersama Bapak Joni selaku anggota Maujana Nagori (BPD) 
   
 
 
Foto bersama Bapak Mustar selaku anggota Maujana Nagori (BPD) 
 
Foto bersama Bapak Erwin selaku anggota Maujana Nagori (BPD) 
   
 
 
Foto bersama Bapak Agus selaku masyarakat Nagori Kampung Lalang 
 
Foto bersama Bapak Adi selaku masyarakat Nagori Kampung Lalang 
   
 
 
Foto bersama Bapak Miswan selaku masyarakat Nagori Kampung Lalang 
 
Foto bersama Ibu Lismawati selaku masyarakat Nagori Kampung Lalang 
   
 
 
Foto bersama Ibu Rodiawati Selaku Masyarakat Nagori Kampung Laalang 
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